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“ Allah/ akatv rnetvCnggCkan' orosng'-orasng' yang 

benCman/ dlantara/ kalCan/ dan/ orang-orang' yang' 
bendtnu/pengetahuan/ beberapa/ dencgat” ( Qy. Ab~
MiAjdhadah/:!!).

“ (Di antara tanda kesempurnaan islam seseorang adalah meninggalkan 
urusan yang ia tidafc^ 6 e kepentingan terhadapnya." (71%. Hdrmizi).

“ CCntadah/ t&teorang' tekedanaya/ tega/ taatu/ taat dto/ 

btAa/jadv mutahmu/....
Bencdah/ teteorang teb&darnya/ tay'a/ taatu/ taat dCa/ 

bttO'jadt' Tetnavimu/ JJ. ( Ab-HadsCyt)

“ Anda besar dengan befikir besar, anda kecil bila berpikir kecil\ 
Keterbatasan anda adalah alam fikiran anda. Maka mulailah dari 
pikiran anda. Keberhasilan semata-mata bagaimana anda 
meletakkanya dalam pikiran anda. Tidak ada yang salah pada 
lingkungan sekitar, tidak pula salah pada waktu, semua memberikan 
tempat dan kesempatan bagi anda untuk meraih keberhasilan, tinggal 
anda mengambil langkah pertama, yaitu berfikiran besar”. C tMVIV 
LIOGV GB&KGB J.

'Kupersem6ahhan kepada :

“ l(fdua orang tuahuyang telah 
mem6erif{an 6anyaf^duhungan, 
saudara-saudaraku, terima^asih 
yang ta^terhingga untuh^semua 
6antuan dan doa y g sudah hgdian 
herihgn.*
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% BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang dinamis selalu berubah, dan sesuai dengan 

perkembangan dan tingkat peradaban maka manusia selalu membutuhkan akan bahan 

-bahan yang ada dan beraneka ragam di alam ini, termasuk bahan pertambangan yang 

tidak sedikit dibutuhkan manusia untuk alasan pembangunan dan sumber

penghidupan .

Wilayah Indonesia atau wawasan nusantara merupakan lingkungan kehidupan 

bangsa Indonesia yang merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan ruang dan tempat 

sumber kekayaan alam bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan nusantara .

Maka dalam rangka mempergunakan sumber daya alam khususnya bahan- 

bahan pertambangan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari untuk mencapai kebahagiaan 

hidup berdasarkan Pancasila . Disini dimaksudkan tentu dalam konteks pengolahan 

dan pengambilan bahan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan 

kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang terpadu dan menyeluruh dengan 

memperhatikan kebutuhan masa kini dan generasi masa depan . Biasanya daerah- 

daerah pertambangan selalu bahaya dan merusak ekosistem lingkungan hidup baik 

disungai, gunung, maupun didaratam Berdasarkan kenyataan terebut maka

1 r
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diharapkan proses pemberian izin pertambangan sebaiknya diseleksi dengan benar 

dan melihat dampak positif dan negatifnya. Juga harus memenuhi syarat-syarat yang

sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum pertambangan .

Persoalan. tentang pemberian izin pertambangan dalam era reformasi dan 

pembangunan seperti sekarang ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup peka 

baik oleh masyarakat maupun organisasi-organisasi lingkungan hidup. Meningkatnya

pembangunan dan peradaban manusia dewasa ini, maka banyak membutuhkan bahan 

pertambangan untuk keperluan berbagai macam proyek.

Dilain pihak persediaan akan bahan tambang tersebut sangat terbatas sekali.

Adany^ ^butuhan akan bahan pertambangan yang begitu meningkat memerlukan 

penanganan dan pengaturan yang serius, baik oleh pemerintah, juga aparat yang

berwenang. Mengingat permasalahan pertambangan ini sangat sensitif sifatnya,

karena itu bahan-bahan galian atau pertambangan bukan hanya mengandung aspek

ekonomis dan kesejahteraan semata. Tetapi juga menyangkut masalah sosial dan

kebutuhan serta pendapatan masyarakat dan lain-lain.
t •

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 

memanfaatkan segala sumberdaya dan potensi yang ada yang dilakukan secara 

berkesinambungan bagi kemanusiaan. Peningkatan kesejahteraan rakyat, dan 

pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah

cara

G . Karta Sapoetra dkk , Hukum Tanah di sekitar Tambang Jaminan UUPA Bagi Pendaya Gunaan 
Tanah, PT. Bina Aksara gandung, 1984 Jilm 1 .
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yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hasil Amandemen yang

menyatakan bahwa:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat

Adanya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatas semakin mempertegas 

kekuasan pemerintah dalam hal penguasaan akan sumber daya alam, demi alasan ini, 

yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan kesalah pahaman .

Persoalan tentang pemberian izin kuasa pertambangan dalam kaitanya 

terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan masalah yang banyak mendapat 

perhatian dari berbagai pihak. Disamping itu ditambah lagi dengan adanya issue- 

issue seputar pelaksanaan Otda (otonomi daerah), bahwa setiap daerah memiliki

wewenang otonom untuk mengelola sumberdaya alamnya masing-masing.

Permasalahan pertambangan sudah berlangsung lama, hal ini dapat dilihat dari

adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan mengenai pertambangan semenjak 

pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan Indonesia sendiri.

Jika kita telusuri dan analisis didalam sistem perundang-undangan Indonesia, 

sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan, serta 

Peraturan Daerah yang ada di masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang mulai berlaku sejak dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 juli tahun 1959, tak 

satu pun peraturan didalam pasal-pasal, yang memberi 1 and asan hukum untuk

2. Sahm HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 3.
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melakukan pertambangan. Akan tetapi pemerintah berpegang pada Pasal II Aturan

Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih tetap 
langsung berlaku selama belum diadakan perubahan yang baru menurut 
undang-undang ini

Peraturan yang ada dan dianggap masih berlaku menurut aturan peralihan 

tersebut, khususnya yang menyangkut masalah pertambangan adalah tercantum 

dalam Undang-Undang Tambang yaitu lndonesische mijmvet 1899, dari zaman 

pemerintahan Hindia Belanda, yang sekarang telah diganti dengan UU Pertambangan 

Nomor;22J>erahiran Pemerintah; Tahun 1960jountoUU No. 11 tahun 1967 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.3

Adanya peraturan pertambangan dialas, berarti bahwa masalah pertambangan

atau pemberian izin kuasa pertambangan, sudah diatur dan dirumuskan kedalam

undang-undang, secara yuridis formil semenjak dahulu. Tetapi pada saat ini

permasalahan sosial pertambangan semakin menampakkan intensitasnya yang tinggi

pada bangsa. Kontradiksi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan yang
V. .

diterbitkan oleh daerah, memperlihatkan tidak adanya koordinasi. Hal ini pada 

giliranya telah melahirkan pertentangan yang sudah digeneralisir, baik dari sudut 

pengawasan negara maupun dari protes masyarakat.4

3. Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, Akademi Geologi dan Pertambangan, Jakarta, 1999, 
Hlm 7.

4. Erwiza Erman, Masadepan Industri Pertambangan di Indonesia , HttP: // www, rulg. Com/ opinion/ 
sony. Shtml. Hlm 3. diakses 04 maret 2007.
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Kondisi seperti ini telah membawa banyak kerugian, bagi pihak Pusat 

Daerah ataupun pihak pengusaha pertambangan, maupun masyarakat 

setempat seperti yang teijadi dibeberapa daerah provinsi dinegara Indonesia.

Dari sudut perkembangan sejarahnya Undang-Undang Pertambangan 

diperbaharui, dirubah, tetapi perubahan itu dilakukan dalam kaitan dengan sekandal- 

sekandal atau insident politik,yang teijadi baik jaman Hindia-Belanda maupun 

pemerintahan Indonesia, yang selalu merugikan rakyat setempat akibat adanya 

pertambangan tersebut.

Contoh nyata pada saat ini adalah pencemaran lingkungan oleh tambang 

emas di Teluk Buyat, Lumpur panas di Porong Sidoaijo, dan yang baru saja yaitu 

konflik masyarakat adat Fatumnasi-kuanoel pada bupati TTS di Irian Jaya , 7 

desember 2006, delapan ( 8 ) buah truk yang berisi kurang dari 300 orang telah 

didatangkan kekantor DPRD TTS. Dikantor yang letaknya bersebelahan dengan

maupun

kantor bupati tersebut, masa mencoba menggelar aksi tandingan, yang ditujukan

untuk mengusir masyarakat adat fatumnasi-kuanoel dan masyarakat desa yang lain, 

yang menolak tambang Marmer di bumi Irian tersebut. Aksi tersebut sudah 

berlangsung dan sangat memprihatinkan bagi masyarakat daerah tersebut.5

Contoh lain yang terbaru yaitu kasus kontraversi Toka Tindung , proyek 

tambang emas PT . Meares Soputan Mining ( MSM ) di Minahasa Utara, Sulawesi 

Utara yang merupakan tambang baru yang paling kontraversial. Ditengah penolakan

5. Ibid, Hlm 4.

r



6

ribuan warga dan indikasi pelanggaran hukum, perusahaan tersebut malah mendapat 

berbagai kemewahan mengeruk cadangan 1,75 juta oz emas. Perusahaan Australia 

ini akan membuka tambang terbuka dikawasan perbukitan Toka Tindung dikabupaten
•«•s

Minahasa Utara. Pada kasus tersebut mengakibatkan masyarakat menderita oleh ulah

perusahan pertambangan asing tersebut. Pemerintah masih saja memberi izin yang 

tidak wajar bagi perusahan asing tersebut.6 ^

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok

Pertambangan. Merupakan pembaharuan dari ketentuan atau aturan sebelumnya.-

sebagai pengganti aturan yang lama yang bersifat kolonial, serta dirasakan kurang

mengakomodasi kepentingan masyarakat. Maka diharapkan Undang-Undang No. 11

tahun 1967 ini dapat mengatasi berbagai masalah pertambangan walaupun Undang-

Undang ini kurang sempurna untuk suatu bangsa yang besar seperti Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ini. Undang-Undang ini memberikan landasan bagi penyusunan, 

penyelesaian pembangunan pertambangan yang lebih terstruktur, sehingga 

diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pertambangan, Pemerintah 

dan masyarakat. Selain itu Peraturan Perundang-Undangan tersebut juga memberikan 

landasan pfoses dan tahapan prosedur keija yang perlu dilakukan.

Kepastian hukum Pertambangan tersebut sangat di perlukan karena 

menyangkut kebutuhan, kepentingan 

besar bangsa Indonesia.

yang merupakan kepentingan sebagianumum

6. Ibid , Hlm 5.
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Dalam rangka untuk menjalankan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 

tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan-Pemerintah yang terbaru, yaitu 

PP No. 75 tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 

tahun 1969 Tantang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 19^7 Tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Pemberian izin kuasa pertambangan sebenarnya tidak terlepas dari 

perkembangan pembangunan. Adanya kebutuhan bahan terhadap berbagai proyek 

untuk kepentingan bangsa dan dengan adanya sistem kapitalis yang berkembang saat 

ini di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya konflik antara pemerintah 

dengan pengusaha pertambangan, atau antara pegusaha pertambangan dengan

masyarakat atau sebaliknya antara pemerintah dengan masyarakat. Terhadap

keputusan dan kebijakan yang selalu merugikan rakyat, seperti yang banyak teijadi 

pada saat sekarang.6

Berdasarkan berbagai kejadian pertambangan tersebut diatas. Khususnya

mengenai pemberian izin kuasa pertambangan> maka penulis terdorong untuk

membahasnya, terutama yang berkaitan dengan asfek yuridisnya. Sesuai dengan

disiplin ilmu yang saat ini sedang penulis tempuh, melalui penyusunan karya tulis 

Ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul :

tt PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

GOLONGAN -C DIKOTA PALEMBANG ° .

6. Aidil Bucbairi, Operasi Tambang Terbuka, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 7.
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B . Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni 

yaitu ilmu hukum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1 . Bagaimanakah pelaksanan proses pemberian izin kuasa pertambangan

golongan-C di kota Palembang ?

2 . Apa sajakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemegang izin kuasa

pertambangan golongan-C di kota Palembang?

3 . Apa sajakah akibat hukum bagi pemegang izin kuasa pertambangan

yang tidak menjalankan kewajiban ?

C. Ruang Lingkup

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada di

pertambangan, maka agar pembahasanya tidak menyimpang dari permasalahan,

maka penulis melakukan pembatasan terhadap mang lingkup permasalahan dalam

skripsi ini. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan ini menjadi lebih

obyektif, terarah dan mendalam, maka analisis permasalahan dalam skripsi ini adalah

pada asfek hukumnya.

Jadi secara eksplisit mang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah

menganalisis :

1 . Pemberian izin kuasa pertambangan menurut Undang - Undang No .11

Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

2 . Pemberian izin kuasa pertambangan khususnya pertambangan

Golongan -C dikota Palembang .

r
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3 . Akibat-akibat hukum bagi pemegang kuasa pertambangan

golongan -C dikota Palembang yang tidak menjalankan kewajiban .

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemberian izin 

pertambangan Golongan -C dikota Palembang.

2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum bagi pengusaha pemegang 

kuasa pertambangan khususnya pertambangan Golongan-C di kota 

Palembang yang tidak menjalankan kewajiban .

kuasa

E . Manfaat Penelitian :

1. Secara Teoritis.

Dari penulisan ini diharapkan- dapat memberikan kontribusi

terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang

pertambangan, terutama mengenai pemberian izinya .

2 . Secara Praktis .

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi penulis, dalam mengambil kebijakan di 

bidang pertambangan terutama mengenai pelaksanaan pemberian izin 

kuasa pertambangan dan diharapkan juga dapat memberikan manfaat
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dan lain lain. Sebagai sumberbagi praktisi hukum, mahasiswa

tentang pelaksanaaninformasi dan juga masyarakat umum 

pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

I Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian yang 

\ dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan penelitian
i

Deskriptif. Yaitu hasil penelitian tersebut berupa penggambaran dan
v?

penjelasan tentang suatu keadaan. Dalam skripsi ini yang di terangkan

adalah mengenai pemberian izin pertambangan yang mengacu pada

perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

2 . Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam membahas pokok- 

pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif 

dan ditunjang dengan pendekatan empiris. Yaitu dengan cara mengidentifikasi

masalah mengenai pemberian izin pertambangan, yang mengacu pada perundang- 

undangan dan aturan yang berlaku .

3 . Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode 

pengumpulan data yaitu:

r
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A . Penelitian kepustakaan (library research )

Untuk mendapatkah data sekunder melalui kepustakaan dilakukan 

penelusuran bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan-bahan hukum primer, seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH -per )

- UU No . 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok

Agraria

- UU No. 11 tahun 1976 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan .

- Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2003 Tentang

Pelaksanaan UU No. 11 tahun 1976 Tentang Ketentuan

Pokok-Pokok Pertambangan .

- Data-data dari kantor Departemen Pertambangan Dan

Energi Sumatera Selatan di Palembang.

2 . Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, hasil- 

hasil penelitian, dokumen resmi, artikel, majalah, tabloid, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.

r
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B. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Untuk mendapatkan data Primer penulis lakukan dengan 

mengadakan wawancara dengan pejabat terkait, dari kantor Pertambangan 

Dan Energi Sumatera Selatan di Palembang dengan melakukan 

wawancara terpimpin ( guide interview )

cara

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, sebagai 

tempat penelitian, yaitu khususnya dikantor Departemen Pertambangan Dan 

Energi Sumatera Selatan, alasanya karena tempat penelitian tersebut 

merupakan tempat Administrasi kegiatan pertambangan yang berwenang

untuk hal tersebut.

4 . Analisis Data .

* Data-data yang didapat, baik data Primer maupun data Sekunder

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatifU 

metode ini artinya data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara 

Kualitatif untuk menjadi suatu data yang ringkas dan Sistematis sehingga 

didapat suatu kesimpulan.
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